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BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN

PIDANA MATI DI INDONESIA

A. Analisis Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Di Indonesia, pada jaman dahulu eksekusi untuk mmakumati bisa
dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendatangkala bersifat
kebiasaan yang diturunkan atau ditiru dari berbagd@ayah lainnya.
Misalnya, dengan dibunuh dengan lembing, menumbepalla terhukum
dalam lesung (sroh). di cekik, atau dimasukkandtard keranjang rotan yang
diberati batu dan selanjutnya dilempar ke dalant. |&an masih banyak
metode eksekusi lainnya.

Pada masa kolonial Belandalah model eksekusi tersemakin lama
dikonsolidasikan menjadi beberapa model yang ledelikit ragamnya.
Menurut Plakat tertanggal 22 April 1808, maka pelilga diperkenankan
menjatuhkan hukuman: a. Dibakar hidup-hidup dengaikat pada sebuah
tiang (aal), b. Dimatikan dengan mengunakan kekerissel). Kemudian
Pada tahun 1848 dibuatlah peraturan hukum pidang yerkenal dengan
namalnterimaire Strafbepalingegang menyatakan bahwa eksekusi hukuman
mati yang dilakukan dengan cara menggantung tarpi¢galg). Dan sejak
itulah eksekusi mati secara di gantung menjadi gargg paling umum di

gunakan di Hindia Belanda, sampai dengan berlakityal di tahun 1815.
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Dalam pasal 15 dinyatakan bahwa hukuman mati diala oleh algojo di
tempat penggantungan dengan menggunakan sebuéaldijerer terhukum
dan mengikatkan jerat itu pada tiang penggantuiganmenjatuhkan papan
tempat orang itu berdiri. Namun sebelum tahun 1&TYasih digunakan
berbagai cara lain dan lazimnya eksekusi tersabdakdkan didepan umum.

Pada masa pendudukan Jepang, selain diberlakukamr juga
diberlakukan pula peraturan hukum pidana yang dé&han oleh balatentara
Jepang. Dalam Pasal@samu GunreNo 1 ditetapkan bahwa hukuman mati
harus dilaksanakan dengan bedil. Sehingga padauwalkig bersamaan ada
dua cara pelaksanaan hukuman mati yaitu digantiangditembak. Jika yang
dilanggar adalah WvSI maka yang digunakan adalatkesk gantung,
sedangkan jika yang dilanggar adalah peratudamn Nippon maka yang
digunakan eksekusi dilakukan dengan cara ditembzk'm

KemudianGunsei Keizireyang dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1944
juga mengatur tata cara pelaksanaan hukuman mkmdpasal 5 yang
dilakukan dengan cara ditembak, kecuali jika halstkar dilakukan maka
diperbolehkan menggunakan cara lain.

Pada Tahun 1946 Pemerintah Rl mengeluarkan UU ddidn 1946.

kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya dualiegks&ekusi mati. Dalam

! Supriyadi Widodo Eddyon@atatan Atas Penggunaan Pidana Mati di Indonesia,
www.docutrack.com diakses tanggal 16 Maret 2010
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wilayah Rl yang saat itu dikuasi Rl yang berlakiahapasal 11 KUHP yang
mengharuskan hukuman mati dilakukan dengan cagardung.

Bagi daerah yang dikuasai oleh Belanda berlakutah1845 No 123
yang mengharuskan hukuman mati dengan cara ditemie&daan ini
berlangsung sampai dengan tahun 1958. Dengan dikalitnya UU No 73
tahun 1958 maka cara pelaksanaan hukuman matiuddakdengan cara
digantung sesuai dengan pasal 11 KUHP. Pelaksdndaman mati dengan
cara digantung ini berlangsung sampai dkeluarkamgyetapan Presiden No
2 tahun 1964. Menurut penetapan tersebut pelaksdndaiman dilaksanakan
dengan di tembak sampai mati. Cara inilah yangakerilsampai dengan
sekarang.

Menurut Penetapan Presiden No 2 tahun 1964, selfelhioman mati
tersebut dilaksanakan maka dalam waktu tiga kadi puluh empat jam si
terhukum harus diberitahukan tentang akan dilaksamaya hukuman mati
terhadap dirinya. Tenggang waktu ini berguna agsa lbimanfaatkan si
terhukum untuk minta bertemu dengan keluarganyatukJmpelaksanaan
hukuman mati kepala polisi daerah dimana hukumati dijatuhkan akan
membentuk sebuah regu penembak yang terdiri darasg Bintara, dua
belas Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwing gamuanya berasal
dari Brigade Mobil. Regu penembak ini berada di &awpimpinan Jaksa

Tinggi.
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Ketika si terhukum di bawa ke tempat eksekusiegitkum boleh di
temani seorang rohaniawan. Setiba di di tempatspelan hukuman, wajah
siterhukum akan di tutup dengan sehelai kain, napamutupan ini bisa tidak
dilakukan sesuai dengan permintaan si terhukum.udén jika dipandang
perlu oleh Jaksa, maka tangan dan kaki siterhukapatddiikatkan pada
sandaran khusus yang di buat untuk itu. Penembteksebut dapat dilakukan
dalam posisi terhukum berdiri, duduk atau berludgtelah siterhukum siap di
tembak maka regu penembak dengan senjata yang srdalpeluru menuju
ke tempat yang sudah di tentukan oleh Jaksa yarigniggung jawab atas
pelaksanaan hukuman tersebut.

Jarak penembakan dari si terhukum dengan regu temipamal 5
meter dan maksimal 10 meter. Jaksa kemudia merabkian pelaksanaan
hukuman mati. Komandan regu penembak memberi périrkgu tembak
agar bersiap dengan menggunakan sebelah pedargaselyarat, kemudian
dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memé&antabgunya untuk
untuk membidikan senapan pada bagian jantung bukam dan dengan
menyentakkan pedangnya ke bawah secara cepat nellegas tanda
peringatan maka penembakan di lakukan. Jika sepelabmbakan dilakukan,
ternyata terhukum masih belum meninggal dunia mkémandan regu

memerintahkan kepada Bintara untuk melepaskan tambierakhir dengan
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menekankan ujung laras senjatanya pada bagianakepderhukum tepat
diatas telinganya hingga si terhukum meninggal aftini

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia gabglumnya
terdapat pada Pasal 11 KUHP bahwa hukuman matksditeakan dengan
digantung, tetapi kemudian berubah dengan adanyeet®fgan Presiden
Nomor 2 Tahun 1964 yang kemudian dilakasanakanatergra ditembak.
Hal tersebut juga dikarenakan seiring dengan pebkegan zaman dan
dipandang eksekusi pidana mati dengan cara diggmh@makan waktu yang
lama, maka hukuman mati dangan digantung diubabatecara ditembak.

Dengan demikian perubahan pelaksanaan pidana ogdi terkait
dengan kecepatan dalam proses untuk mencapai kends#n kemudian hal
yang berhubungan dengan masalah yang lebih sexikia berbicara soal
derita atau siksaan yang ada. Bisa jadi tembak pwdanya lebih cepat dari
digantung dan mungkin lainnya pada masanya sekaeaitgcepat dari pada
dengan ditembak.

Memperhatikan landasan yang mendasari Undang-Undéamgor
2/Pnps/1964, pada bagian menimbangnya menyatakemwa ketentuan-
ketentuan yang berlaku dewasa ini mengenai tata q@laksanaan pidana
mati bagi orang-orang yang dijatuhi pidana mati lolepengadilan di
lingkungan peradilan umum dan orang-orang baik t@ilimaupun bukan

militer yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilamgkungan peradilan

? Ibid
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lingkungan militer tidak sesuai lagi dengan perkemdgpan dan kemajuan
keadaan serta jiwa Revolusi Indonesfa”.

Sedangkan makna serta jiwa revolusi Indonesia, nkarendang-
undang tersebut dibuat sejak tahun 1964-1966 makaudlian masih
memunculkan istilah-istilah jiwa revolusi Indonesi@n seterusnya. Sekarang
filosofi dasar berpijaknya bisa menjadi melanggsit &sasi manusia, ini suatu
hal perubahan terkait masalah kondisi politik ska&@adaan Negara.

Dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khusupagla pasal
28G amandemen yang kedua tahun 2000 maka musetap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yangendahkan derajat
martabat manusia yang berhak memperoleh suakaikpdgtri Negara lain”,
kata-kata bebas dari penyiksaan atau perlakuan yeergndahkan derajat
manusia kemungkinan sangat relevan dengan persdatayan menjalankan
hukuman pidana mati dalam suatu posisi yang kemudenjadi tersiksa.

Standar pelaksanaan pidana mati tersebut apalkéatikdin dengan
UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No38oiahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia yang menyatak&stiap orang berhak untuk
bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlaldenmgan kejam tidak

manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat maiysiang mengandung

% Rudi Satrio, "Kutipan Putusan Mahkamah KonstifRepublik Indonesia’Majalah
Konstitusi, XXV (Oktober-November, 2008), him 47
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kriteria bahwa pidana mati dapat dilaksanakan jtidak kejam atau
merendahkan martabat manusia itu sendiri.

Pelaksanaan pidana mati harus dilakukan dengan yearg terbaik
untuk terpidana, dalam arti tidak menyiksa dengampercepat proses
kematian. Berdasarkan perkembangan pengetahuantedaologi, perlu
dipertimbangkan jalan terbaik agar kematian tersdiolak menyiksa dan
lebih cepat dilaksanakan.

Sedangkan permasalah pro dan kontra undang-undalagspnaan
hukuman mati dalam unsur formil saat Undang-Unddagor 2/Pnps/1964
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yaitgadeditembak mati
yang dianggap tidak secara eksplisit mengatur ngnencabutan Pasal 11
KUHP (vide Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964), sehisgglah-
olah terdapat dua pilihan cara pelaksanaan pidaaia gaitu dengan cara
digantung berdasarkan Pasal 11 KUHP atau dengan ditembak sampai
mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/196tartg Tata Cara
Pelaksanaan Hukuman Mati.

Menurut hukum pidana, KUHP yang menjadi buku indaki semua
ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP (jébeb), sebenarnya
telah memberikan satu cara pelaksanaan pidanasettia spesifik. Pasal 11
KUHP menyatakan“Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat
gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat padag gantungan pada

leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tengyaidana berdiri”.
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KUHP memberikan tata cara pelaksanaan pidana maialun
hukuman gantung sampai mati, karena jenis hukumarsasuai dengan
kondisi di Eropa pada abad 16 yang menerapkan hakiugantung di depan
publik (umum) dengan tujuan agar masyarakat dapatjadi saksi dan
peringatan serta pelajaran bagi para calon pelaag yakan melanggar
hukum.

Meskipun melalui asas konkordansi Indonesia merakekian hukum
kolonial ternyata tidak semua peraturan tersebtéridia secara mentah-
mentah menjadi produk hukum yang berlaku secaiamaqPasal IV Aturan
Peralihan UUD 1945). Terbukti dari inisiatif penm¢ah Indonesia telah
membuat suatu mekanisme pelaksanaan pidana matirmbdUHP (Pasal
11 KUHP).*

Melalui UU No. 2/Pnps/1964, pelaksanaan pidana mdék lagi
dengan hukuman gantung tetapi dengan ditembak sangpa Pertimbangan
dipilihnya tata cara ditembak sampai mati ini amtain lebih manusiawi dan
cara yang paling efektif untuk dilaksanakan.

Adanya UU No0.2/Pnps/1964 yang mengatur tentang Tasama
Pelaksanaan Pidana Mati Maka secara yuridis PAS&aUHP yang mengatur

tentang hukuman gantung sudah tidak berlaku l&gu& dengan asas hukum

* Hwian Cristianto, “Tata Cara Pelaksanaan Pidanti i Terpidana Mati dalam Hukum
Pidana”.Jurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. |. Jakarta. 20&Im. 30
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lex posteriori derogate legi lex priofketentuan perundang-undangan yang
baru menggantikan ketentuan perundang-undanganlgara].

Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbitma hukum
baru yang kedudukannya sederajat yang memuat ssbstang sama atau
menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat ngang bertentangan,
maka berlakulah norma hukum baru. Dalam hal ini NO.2/Pnps/1964
merupakan produk hukum baru berupa undang-undang yatara dengan
KUHP yang sudah lama berlaku sejak 8 Maret 1942.

. Analisis Pelaksanaan Pidana M ati di Indonesia dalam Per spektif Hukum
Islam

Indonesia merupakan negara terbesar yang maygréaduduknya
menganut agama Islam, jadi sebenarnya tidak adarsa apabila Indonesia
juga memberlakukan hukum Islam sebagai hukum yagrpatur negara ini.

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan mansestara
menyeluruh. Islam bukanlah hanya sekedar doktreg&maan saja, bukan
pula hanya sekedar bangunan jiwa dan kebajikan feeldrti, seperti latihan
untuk kebaikan manusia, tetapi suatu keseluruhag y@rmonis yang juga
meliputi sistim ekonomi, hukum perdata, hukum palaeperti pula hukum
internasional, kesemuanya itu berdasarkan atasdsesar yang sama yaitu
“doktrin Islam” dengan temperamennya baik moral maeu spiritual

temperamen.
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Islam selalu mengajarkan setiap orang disuruh umhétakukan
perbuatan, bahkan bukan hanya perbuatan, mau &exbigersikap, berbuat
apapun juga termasuk dalam membunuh kalau memauigsitariatkan untuk

membunuh maka harus dilakukan dengan jalan yaikg bai

“Mudharat harus dihilangkan™
Apabila dalam tata cara pelaksanaan pidana maithmasnimbulkan
rasa sakit maka harus dicari cara yang tidak menmikah rasa sakit yang

tidak akan menjadi siksaan atau mudharat yang baagkterpidana.

Yaia ) ) g¥ana )

“Tidak boleh berbuat mudharat dan tidak boleh melaba dengan
mudharat”?

Ketika dalam peperangan juga orang Islam tetaprasita untuk
melakukan mematsal atau mencincang atau menyiksa musuh sebelum
membunuh. Sebelum maupun sesudah mati musuh talak diperlakukan

dengan jelek, artinya disiksa sebelum dibunuh maufcincang sesudah dia

mengalami kematian itu juga tidak diperbolehkan.

® Abdul Karim ZaidanPengantarStudi Syari’ghlakarta: Robbani Press, 2008, him 122

® Ibid, him 121

" Mudzakir, "Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Rlfk Indonesia” Majalah
Konstitusi, XXV (Oktober-November, 2008), him 46
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Bukan hanya itu, bahkan untuk menyembelih binatanggslam

mengajarkan agar kita melakukan dengan baik, sebaga salah satu contoh

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;
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Artinya: “Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikas at
segala sesuatu, maka apabila kalian membunuh, nhakiekanlah
cara membunuhannya, dan apabila kalian menyembaiiatang,
maka baikkanlah cara penyembelihannya, dan hentaldalah
seorang di antara kalian itu menajamkan pisau sdinbenya,
supaya bisa menenangkan binatang sembelihannya.”

Hadits tersebut menyuruh untuk membaguskan cargendrelih dan

membunuh dan menajamkan pisau, sehingga kalawasyanetapkan bahwa

boleh dilakukan pembunuhan maka pembunuhan hendakhiakukan

dengan cara yang paling baik, yang tidak memberdesuatu yang buruk

berupa siksaan, oleh karena untuk menyiksa binatajagtidak boleh apalagi

kalau dilakukan terhadap manusia, perumpamaanbtérsialam ilmu ushul

figh disebut @&l sl scs )

Soal kaitannya dengan ditembak mati, kalau ditentbak ternyata

dapat dibuktikan bahwa tidak mengalami penderitaakaligus juga dia

8 Imam Muslim Shahih Muslimpenerbit Al Qona’ah him.177 tt
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mengalami kematian maka itu dibenarkan dalam IsRemikian juga cara
lain, misalnya disentil kupingnya orang itu paliogpat matinya dan itulah
yang mesti dilakukan, tetapi sepanjang diketahti a@a yang pernah terjadi
setidaknya begitu, kita tidak mendapatkan bahwa-cara hukuman mati
dengan ditembak itu cara yang tepat.

Arab Saudi melaksanakan hukuman mati dengan cpemgljal, dan
menurut meraka yang menyaksikan sendiri, orangnigaruh jongkok
semacam berlutut, kemudian ditebaskan lehernyadaksutu langsung
kepalanya dimasukkan ke dalam kantong mayat debhgalannya. Pada
prinsipnya dalam Islam hukuman tersebut dilakukiéentpat umum agar ada
yang menyaksikan, baik hukuman mati maupun hukumbes Dan
pelaksanaan hukuman pancung di Arab Saudi dilakp&ea siang hafi.

Demikian juga di kitab-kitab figih, mengapa yanguhakan hukum
penggal, karena dianggap dengan cara itulah yaniggpdepat untuk
mempercepat kematian.

Kekeliruan dalam melakukan eksekusi hingga mundi@adaannya
luka sehingga tidak segera mati bila dikaitkan d@nketentuan adanya ajal,
manusia diperintahkan oleh Allah diberi kewajibantuk melakuakan ikhtiar,
sepanjang ikhtiar sudah dilakukan dengan maksimeka bebas dari

tuntutan. Artinya kalau jarak lima meter sampaiuteip meter ternyata salah

® Mudzakir,Op.cit, him 46
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dan tidak ada ketentuan bahwa hal tersebut hausallj maka ketantuan
tersebut harus dibuang jauh-jauh diganti dengag panu.

Kalau ternyata dapat dibuktikan cara dipancunglélik seperti yang
diputuskan oleh banyak ulama dari kalangan muslakarharus dilakukan
dan cara yang lain tidak dilakukan.

Ketetapan ajal manusia tidak mungkin mempercepaau at
memperlambat, bahkan tatkala seseorang diputuskéuk wihukum mati
mungkin masanya masih berlanjut sampai dua, tiggaé tahun sampai
sepuluh tahun, bahkan puluhan tahun, hal terselentipakan bukti bahwa
ketetapan Allah tentang ajal tidak dapat diajukan tidak dapat diundurkan.

Sebaliknya juga demikian kalau seseorang sudahuwgkt datang
kematian di mana seharusnya dia dieksekusi, tdia@a menit sebelum
dieksekusi dia sudah mati, oleh karena itu yanglthhkan kepada manusia
adalah usaha untuk melakukan kewajiban tersebutgg dapat melakukan
pidana mati dengan cara yang membuat kesakitanb wihjakukan dan
sebaliknya kalau diketahui ada kemungkinan kekatirlebih besar tetap
ditempuh maka hal tersebut merupakan suatu kesalaha

Kalangan hukum khususnya ulama Islam sejak dula kaémilih
dengan dipenggal. Kemudian mengenai kecepatan kigd@nggal tidak ada
resiko meleset sedangkan ditembak sebagaimana galagna ini telah
dilakukan masih ada resiko meleset, sehingga patatennya adalah ada

yang berisiko dan tidak. Kalau memang dapat dikakticara ditembak mati
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tidak meleset dan benar dan kecepatannya samandeleggan dipancung
maka cara ditembak mati tidak masalah digunakadapiteselagi tidak atau
selagi cara ditembak mati masih berisiko dan cgrangung tidak berisiko,
maka semua ulama akan memilih yang tidak berisikoi ¢pada yang
berisiko™®

Syariat Islam membuat ketentuan-ketentuan khusda. gkang yang
dihukum mati dengan dirajam, dijemur di padang rpasmudian dicukil
matanya dan dibiarkan mereka mati kehausan dapdwela, akan tetapi hal
tersebut merupakan kasus tertentu yang diatur dehgkum yang tertentu
pula, yang kesemuanya diatur secara syariat dargiken Hukumrajam
merupakan ketentuan yang khusus, tidak boleh dikekbn terhadap perkara
yang lainnya. Misalnya ada tawanan, karena dia aakgjam banyak
membunuh tentara Islam lalu diaajam, hal tersebut tidak boleh dikenakan
terhadap musuh yang membunuh, tetapi harus dihwlengan dibunuh pula
walaupun dia pernah menyiksa kaum muslimin sekeamyak. Oleh karena
itu, tatkala dihukum tebas atau dihukum tembakysandilapangan diketahui
bahwa dihukum tembak lebih banyak tidak akurat ngakalenya ditaruh di
bawah hukum tebas.

Syariat Islam, jika syariat sudah menetapkan hatetait boleh
dilakukan maka boleh dilakukan. Dengan demikiarakidsama hukum

Indonesia dengan hukum Islam, misalnya ada seoratgkukan perzinahan

0 pid, him 47
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sementara dia sudah menikah maka dalam hukum Isknms dihukum,
sedangkan di luar hukum Islam harus ada yang mentertebih dahulu baru
dapat dituntut.

Sehingga kalau ada seseorang yang melakukan peaminglu
dihukum dengan hukum Indonesia, maka dia belurmeberd menurut syariat
Islam, oleh karena itu seseorang yang melakukamhk&gn di negeri
Indonesia dan dihukum dengan undang-undang bekdasd{UHP atau
undang-undang lainnya yang berlaku, maka tidak nedekkan dia dari
tanggung jawab di hadapan Allah SWT karena syalsém belum
ditegakkan atas dirinya.

Tata cara pelaksanaan pidana mati dengan ditenthalcara lainnya
selain dengan dipancung masih terjadi rasa sakig yaar biasa, disamping
ada unsur menyiksa dan unsur merendahkan manugh, karena itu,
berdasarkan pilihan ulama sejak zaman dahulu yamgakai hukum pancung
maka tidak melihat sesuatu yang lebih baik daraksdnaan hukuman mati
kecuali dengan dipancung.

Hukum Islam ada tata cara hukuman mati yang tdatehtdkan (misal
dilempar batu sampai mati atatajam, dibalas sesuai dengan cara
membunuhnya atau djgshash yaitu membunuh dengan memukul
menggunakan batu dibalas dengan dibunuh mengguhaikarjuga. Ada juga
tata cara yang dilarang (misalnya, dengan dibaikiaphkhidup), ada juga yang

tidak ditentukan tata cara hukuman matinya, telrspeanegang otoritas yang
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menentukan. Oleh karena itu, pemberian pilihan btggpidana mati
merupakan hal yang wajar diberikan pada terhukurti, m@panjang tidak
berupa bentuk pilihan tata cara hukuman mati yalagathg (menurut ajaran
Islam) dan tetap dilakukan di depan masyarakat Kaes publiQ demi

memberikan efek jera@wair/detterent effert



